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'_hour of the daily lesson cycle.

~ today. |
' The 1960 constitutxdn, though no longer in effect is pxeb‘-

Thxs volume contains the 1945 and 1950 (provxsxo?al) con- .

stxtutxons of the Republic of Indonesia. - The 1945 constxtutzon,
f*f the;country's firet, wes_drafted.and péegereq by the Preparato:y.

..

k e e e S5 : _ A
Committee for Indonesia?s Indepéndence. It was replaced by the
short-lived 1949 ooEthtutxon when EEBﬁBeSi& became a federel

state. In.August 1950,when Indonesza again became a unltary

'state, ‘a pew constitution was adopted. Howeve:, on July 5, 1959

when " Indonesia abandoned the liberal form of government the -

1945 constitutxon'was reinstated and hes been in effect until

sented ‘here- fox purposes of compaxison and to enable students

to comprehend the course of events 1n Indonesxe’s hxstory.' Tne_-nf
1949 federal oonstitution is not given hexe beoense of its
‘close simi.lari.ty 1.n fomet end contents to the 1950 constitutxon.-

This volume is used durlng the final weeks of the thimd

| ph_ase of ‘the Indonesian Basic Course, primaril* f or compreb.en-

sion purposes. It is 1ntroduced end discussed ing“the first

BT

Inquiries conoerning th;s book inoluding requests for

' authorxzat;on to reproduce, should be addressed to the Dxrector,

Defense Language Instxtute, U S Naval Stat:on, Anacostxa

Annex, Weshlngton, D.C. 20390. L ._,‘
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-'.ﬁangsa dan oleh sebab 1tu ‘maka pendjadjahan dxatasad'"fJ

-manusiaan dan per1 kead11an.

gerbang kemerdekaan Negara Indonqsza, Jang merdeka ber-

<. o R
oy . . R
g - .

o _mme-umm DASAR TAHUN 1945
| PEMBUKAAN

M t

‘Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu 1a1ah hak. segaﬁta

;.harus dxhapuskan, karena tzdak sesuai dengan perirkdﬁﬁf‘ 'g_

“,

e
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indones;a telah

sampailah kepada saat jang bexbahagia dengan selamat

sentausa mengantarkan rak;at~lndonesia kedepan p1ntu n;' ,T ‘

: satu berdaulatj adil dan makmur.

10

‘ didorongkan oleh ke:ng:nan luhur, supaja benkeh1dupan

15

Atas berkat rachmat Allah jang maha kuasa dan dengan

" 4

kebangsaan jang bebas, makaﬁrakjat Indonesia men;atakan e e

.dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Peme—
rintah NEgara Indonesxa jang melindungi segenap bangsa e
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk -

'*'memadjukan.kesedjahteraan umus, mentjerdaskan kehidupan

bangsa dan ikut melaksanakan ketertxban dunia jang ber- .

‘ dasarkan keme:dekaan, perdamaman abadi dan keadxlan sosial,

20 .

maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesxa itu dalam

<&
suatu Unda.ng-unda.ng Dasar Negara Indones:.a, Jang terbentuk .



dalam suatu susunan Negara Republik Indones1g Jaqg her-

kedaulatan rakjat dengan'berdasar kepada- Ketuhanan { Jang

R ‘ g[ .

o © 'Mhha B%% Kemanusxaan Jang adll dan beradab persatpan
,/ ‘Indonesian daa kerékgatan jang dipimpin oleh hikmﬁt ke~

'J;” L  5'. b1dgaksanaan dalam permus;awaratan/perwak1lan ser}a dengan

mewudgudkan suatu k adllan sos1al.bagi seluruh rakjat
Indonesia. .
g i}
¢ .
9 >

L



. UNDANG-UNDANG DASAR

'jvs N A ?. ‘ f{ | . ;’_‘ o _ |
S - -+ BAB I - ‘
| . z . . . ¢ .

ﬁBenfuk dan;Kedéulataﬁ'
g 'Pgéall‘l.

(l) Negara Indone51a 1alah Negara kesatuan, Jang berbentuk '
F

5 Republik. A -

~

(2). Kedaulatﬁn adalah d;tangan rakJat dan d1lakukan sepenuh-
nja oleh.MadJel1s Perhus;awaratan RakJat |

BpR . L
,::- -Iaf |

® .Madj‘elis Permus jawaratan Rakjat

10 . “ éa.s;n- 2

| (1) Madjells Permusgawaratan Rakgat terdir1 atas anggauta- ,
anggauta Dewan Perwakzlan Rakgat d1tambah dengan
utusan—utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan,

menurut_atuxan jang ditetapkan denggn quang-undang.

15 (2) Madjelis Permusgawaratan Rak;at bersidang SEleltha

sekali dalam llma fahun diibu-kota Negara.




(3) Segala putusan Mad jelis Permusjawaratan Rakjaé ditetap-

kan dengan suara. jang terbanjak.

Pasal 3

Mad jelis Permusjawaratan.Rakjat menetapkan Undang-undang it
5 Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan Negara.

P

BAB III. . ‘ :

Kekuasaan'Pemerintah Negara

-

Pasal 4

-

_ _(1) Presiden Republik'lndonesia mémegang kekpasaan‘
10 Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.
(2) Dalam melakukan kewad jibannja Presiden dibantu oleh

. : . -
satu orang Wakil Presiden.

"Pasal 5

(1)'Presiden.memegang kekuasaan membentuk Undang-undang

15 dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Presiden.menetapkan Peraturan Pemerintah untuk

- mend jalankan Undang-undang sebagaimana mestinja.

¢



I

Pasal- 6 ‘ /f;ﬁ>
= \

| . ~
(1) Presiden ialah orang Indonesia gsli.

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipitih oleh Mad jelé€

Pefmusjawargtan Rak jat dengan suara jang terbg%jaﬁ.

5 | _ «ow Pasal 7 ‘ | T

Presiden dan Wakil Presiden memegang djaﬁatannja
selama masa lima tahun, dan sesudahnja dapat dipilih

kembali.
. Pasal 8?

RIS {) B 7‘Djika Presiden mangkat, berhenti,'ataq tidak dapat

melékﬁkan keﬁédjibannja dalam maéa'djabatannjé, ia diganti'_

oleh Wakil Presiden sampai‘habis waktunja.

'Pasél 9
‘ []

,Sebelﬁﬁ memangku djabgf%nnja, Presiden dan Wakil

15 Presiden bersumpah menurut agama, atau berdjandji‘déhgan

su h-sungguh dihadapan Mad jelis Permusjawaratan Rakjat

<+

~




15

{

‘atau Dewan Perwakilan Rakjat sebagai berikut: | .

Cal

Sumpah Presiden (Wakil Presiden): . e

- ,Demi Allah, Sa,ja* bersumpah akan memenuhi "
kewad jiban Presidén R_epublik Indonesia \ £
(Wakil Presiden'Republik Indonesia) dengan
sebaiﬁkbaiknja dan seadil-adilnja, memegang
“teguh Ur\xd_ang;undang Dasar dan mend jalankan "
segala 'Undang~undaﬁg dan Peraturan dengan
'selu,r‘u's—l'urusn j\a serta berbakti kepada Nusa

3

. dan Bangsa". ' s o -

" Djandji Presiden (Wakil Presiden):
v - S ' . |
w32 ja berd jand ji dengan sungguh-sungguh akan

memenuhi kewadjiban Presiden Republik:.lndonesia g )
) \

(Wakil Presiden Républ.il;é Indb'n_esia) dengan
seba-ik;baikniia dan seadil-adilnja, memeging
teguh Undané-unda.ng ‘Dasar‘'dan n}fendjglankan_ :
segala undang-updang dan perattir;mnja dengﬂan
selurus-lurusnja serta berbakti kepada Nusa

_dan Bangsa''.

te



Ty ’ ‘\-‘ e - ._ . N
. . 2.
'. o - "Pa'Sal 10 ' : - - L A,
L o Presnden memegang kekuasaan Jang tertinggl atas .
Angkatan Dara.t Angkatan Laut dan Angkatan Udara. : e :
| , CPasal 1t |
.{ . A . . -l | . . . ) . .‘ . ) N
5 "' , Pres:xden denga.n persetud_juan Dewa.n Perwak1la.n Rakjat
} .
meh jatakar perang, membuat perdama1an dan perdgandjlan :
ot dengan Negara lain. I : - e
" u ._:' o Pasal_'iz o . | . R
' Presiden menJatakan keadaan bahaJa. Sja&‘a't- sjarat. ’
dan akmatha keadaan bahaga d1tetapkan.dengan Undang-

10 mnda'ng. . ) . |
. , ._-Pasal 13. ° .
LI A ‘. SeE i ' o . et ) - | ) < L‘ <

(D) 'Eéésiden ;;:%ngangkat d‘ut‘a"dan konsul o ' LT o

) (2) Presiden menerima duta Negara lain.

15 Presiden memberi grasi,' amnesti, abollis‘_i.-da‘n

_rebabilitasi.. © T

. _ . .
l ~ . = . ;
‘ *



L ) . \
-\ . ' - : . ! . _
Lo . Pasal 15>

-

v ¥ 4

2-f*fP;esidenfmemberi'gelaran, tanda djasa dan lain-lain

S . ‘tanda kehorma tan.

BAB IV *
S o . P *
R : - S : ) .
5 - . . ' * Dewan Pertimbangan Agung '

B f:' S ' Pasal 16

- ;:;.u '   Gi'.Sgsuhan_Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan

. *. » Undang-undang.

(2) Dewan ini berkeWadjiban-membe#i.djawab atas pertanjaan
'10 - Presiden dan berhak memadjukan usul kepada Pemerintah.
; "- “s_ . ) .

——

. * : -Kementerian Negara
Pasal 17

S (1) étesideg‘dibantu oleh Mente;i-Menteri-Negara;
15 " (2) Menteriéuentefi”ituAdiangkat dan 5ipérhentikan oleh
xS o B Presidgﬁ.' ,« "; R ~7 ~ .

"<__ - . .. ] . |

. ) (&) Meﬁyeri-Meﬂteii'itn;memimpin Dépgrtemenfpémerintahan.

- [
. 5




BAB. VI
" Pemerintah Daerah
Pasal 18

Peﬁbég' %.Daer;h Iﬁdqnésia.étas Daerah besaf!dan |
5 ketji;,*dengéh bentuk:susunaﬁfpemerintahanéja ditetapkan
: dengad‘uhdanggundaqg, dengan_memandang dan mengingéti"
« dasar bermﬁfjawérgtan‘dalam éiétim Pemexintahan Negara,
dan hak-hak asal-usul dalam.béerah-naeiah.jéng bersifat -

istimewa.

10 | BAB VII

Dewan Perwakilan Rakjat
- Pasal 1§

(1) Sisunan Dewan Perwakilan Rakjat_ditetapkan dengan. .

'Undang-undang;

) L

15  (2) Dewan Perwakilan Rakjat bersidaﬁg sedikitnja sekali
dalam setahun. B ' ' e

r————n . ~ N . -» -~ . *

4



- S Pasal 20 °
~ . “ * ‘ L '

(1), Tiap~t1ap Undang-undang menghendaki - persetudguan ‘Dewan

. Perwakllan Rakjat..
' ’ .,‘ b \ .- .
(z) D j:l.k:a sesuatu rant_;angan Undang-undang tidak mendapat -

A

persetudguan Dewan Perwak1lan Rakjat maka rantjangan
. tadi tidak boleh dimad jukan lagi ’dalam persidangan

' Dewan Perwakilan Rak;at masa«1tu
oy | Pasal 21 L /
s | . as -
T -‘.r' o . ¥ . |
e (l).@nggantawanggauta-newan Perwakilan.Raklat herhak ﬁﬂ

10 . . menadjukan rant;angan Undang~undang

(2) Djika rantjangan itu mesk;pun disetudjni oleh Dewan
4 : Perwakzlan Rakjat tidak d1SJahkan oleh Presiden, naka
rantjangan tadi tidak boleh dzmadjukan lagi dalam

persidangan Dewan Perwakilan Rakjat masa itu.

LY
W

., 15 | . ' Pasal 22

g .‘:- . e . . : .
(1) Dalam hal ibwal kegentingan jang memaksa, Presiden

berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai

S r AR ek et m— s . e

pengganti Uh&ahg-undang.

v (2) Pefaturan Pemerintah‘itn ha::;/&endapat persetud juan
20 " Dewan Perwakilaﬁjaakjat dalam’ persidangan jang berikut.
4
o ) | - 11




15

" Pemerintah 'itu harus ditjabut.

) Djika tidak mendapat persetud.juan, maka Peraturan

~ BAB VIII
Hal Keuahgan

Pasal 23

(1L Anggaran P%ndapatan dan Beléndja ditetapkan tiap-tiap

tahun dengan Undang-undang. ‘Apabila Dewan Pexrwakilan.

Rakgat tldak menJetudJu1 anggaran jang d1usulkan +

Pemerintah maka Pémerintah mendjalankan anggaran tahun

“

-

Jang lalu.

o)

() Segala padjak untuk et_e/pe_rlua{n Negara berdaéa_rkah

. - . - o 5
Undang-undang. . R

- . &
L]

(3)'ﬁatjam dan harga mata uang"ditetapkan dengah Undang-
~ undang. ' o ‘ O |

(4) Hal keuangan Negara seland jutnja diatur dengan
EUndang-undang. ' )

(5) Untuk memeriksa tanggung djawab tentang kguanggn

Negara diadakan suatu Badagx?@ﬁé?iksa‘Kéuangan,

AN
jang peraturannja ditétapkan dengan Undang-undang.

17

12



10

.s

" Hasil pemeriksaan itu,diﬁeritahukan kepada Dewan

A3

Perwakilan Rakjat.

»

BAB IX

» ‘ Kekuasaan Kehakiman

»

LY

" pasal 24 : | 5

(1) Kekuasaan Kehakiman.dilakukan-o%sh sebpuah Hahﬁ:ﬁah'
Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-
undang .- . —\ | |

’

(2) Susunan dan kekuasaan Badam-badan Kehakiman itu diatur

‘o

dengan Undang~undang.

' pasal 25

'
§

Sjarat-sjarat untuk mend jadi dan untuk diperhentikan

sebagai_Hakimﬂditetapkap;dengén ﬁnQang-uhdang. : R

L}
3

b

. 1715

a¥



BT BAB. X
- Warga Negara
Pdasal 26

(1) Jang mend_jadi Warga. Negara iala.h orang-orang. bangsa
°..5. 4 Indones:l.a aseli dan orang-orang bangsa lain jang

- disjahkan dengan pndang-unda.-ng sebagai Warga Negax;a.-'

. (2) Sjarat-sjarat jaﬁg mengenai kewargaan‘Negara

ditetapkan dengan Undang-undang.

<

T " Ppasal 27
i N -

10 (1) Segala. ijga Negara bersamaan keduduka.nn,)a g_idaiam
. Hukm da

b

Pemerintahan dan wad jib mend jund jung Hukum

‘,'6an Pemerintahan itu g!engan_ tida_k ada ketgua}.in;a.

-

,'(2) Tiap-t:.ap Warga Negara berha.k atas pekerdjaan dan
‘ penghs.dupan jang laJak bagi kemanusiaan.

.
L Qc -4
h .. . ' : « ’ to 4

15 o . Pasal 28 .
| ‘ ’ - ' Kemerdekaan berseril__:at dan berkump.t_-‘;l, .mengéluarkan
" pikiran dengan lisan dan tlisan dan sebagainja

dtitet_apkan dengan‘-Upd_an'g-ﬁMan'g. f .
| S R

',‘15? - *: | \

i4




. : *
BAB XI- .~
| A .
. ’ A
e Agama
Pasal 29

P

(1) NEGARA berdasar atas KETUHANAN JANG MAHA ESA.

5 (2)“NBGARA méndjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk

neneluk agananja masxng-nasing dan untuk peribadat

. nennrut agalahja dan kepertjajaannja itu

- . . . -:\'?_n" . v W
BAB XIXI )
Pértahanag ﬁegixn .
s . . . . - L . t ,. .‘
10 o Pasal 30 . | ‘

(1) Tiap—tiap ﬂhrga NEgara berfak dan.undjib ikut serta
dalam usaha peubelaan Negara. '

.

(2)"Sjarat#sj&rat-tentané pelpelain diatur dengan
Undang-undang.

[
| SN . .

A T ’
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. . 7" BAB XIII T
o - Pendidikan. S S
) ¥ .. r €
Pasal 31
- (1) Tiap-tiap Warga Negara berhak mendapat pengadjaran.
.5 (2)~Peﬁerintah'nengu_sahaka'n dan nxe_njei_lenggamkéﬂ satu
' }siStim_péqgadjaran nasional, jang diatgr'dengan’
Undangfund?.ng.' ' | |
Pasal 32 . E
Pemerintah memadjukén.kébudajaan nasional Indonesia.
e TN |
10 - . . BAB XIV
. Kesedjahteraan Sosial . o
,‘ B ’ R} “( .
, Pasal 33
"+« (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar
atas azas kekeluargaan.
_ . . | _ . -
15  (2) Tjabang-tjabang produksi -jang penting bagi Negara dan .

jang menguasai'Qadjat hidup orang bgnjék]dikuésai
._‘oieh'Negara. ' | SR |

v . .



-

(3) Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung

'y
‘didalamnja dikuasai oleh. Negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat

!

Pasal 34 o

~ ' . : \‘(

Fakir miskin dan anak-anak jang terlantar dipélihara %
' oleh Negara. o ‘%,
i

. s

|

- - “ ) | %
. Bendera dan Bahasa | " ﬁ,
) - . . . ‘, .

Pasal 35
n { 2

10 | '

U

(1) Bendera Negara Indonesia ialah SANG MERAH PUTIH.
Pasal 36

_ Bahasa Negara ialaﬁ_BAHASA INDONB@gA

o 22



BAB XVI
- _'Pérubahan Undahg—ﬁndang ﬁasarA

Pasal 37

»
¢

(1) Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurang—kurangn;a
5. ~ 2/3 dari pada djumlah anggauta Madjelis Permus jawaratan
- Rakjat harus hadlir.

-

(2) ngusan diambil dengan?pgrsetudjuan sekubang4ﬁurangnja |

E/Sldari_béda dqulah anggauta jang hadlir.

ATURAN PERALIHAN
’ "

0 . ' .- Pasal 1 o
o o | | - o
Panitya Persiépan Kémerdekgan Indonesia mehgatur dan-
menjelénggarakan kepindahag Pemerintahan kepada Pemerintah
. . :9' . i L .

Indonesia. '
Pasal 2

15 - Segala Badan Negara dan Peraturan jang ada masih
1angsung berlaku, selama belum diadakan jang baru menurut -
| Undang~undang Dasar ini.

-



: Pasgl 3

Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden

dipilih oleh Panitya Persiapan KemerdeKaan Indomesia.

¢ Pasal 4

-~

5 Sebelum Mad jelié;Peﬁm_s jawaratan Rakjat, Dewan
Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan l}éxng dibentuk

rmennrut Und;ngéundangwnasar ini; segala kekuasaannja

| didjaléﬁkan bleh Presiden dengan bantuén sebuah Konitef

| Nasiomal. | v

-

10 L - ATURAN TAMBAHAN

| -\(1) .Dala;m enam bulan sesudah aéh:&nja pépem'ngi# Asia
Timur Raja, Presiden indohesia‘nengﬁtux'dan. ‘

" menjelenggarakan segala hal jang ditetapkan dalam
Undang-undang Dasaf ini. |

15 (2) Dalam enam bulan sesudah Madjelis Permusjawaratan
Rakjat dibentuk, Madjelis itu bersidang untuk

menetapkan Undang-undang Dasar.
_ ‘ .




PIAGAM DJAKARTA

Bahwa sesungguhnja kemérdekaan itu jalah hak segala
bangsa dan oleh sebab 1tu maka pendJadJahan diatas dunia

. harus dihapu&kan, karena tidak sesuai dengan peri-

5

&
y

~

15

20

kemanugjaan dan per1&kead11an. . -

y
1 yp.'

Dan perdjuangan pergerakan.Kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat
sentausa mengantarkan Rak;at Indonesia kedepan pintu-

gerbang Negara Indone51a jang merdeka, bersatu, berdaulat

10 -adil dan makmn;iﬁ\ | | N o .

Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa, dan dengan

didorongkan oIeh keingxnan—luhur, supa ja berkehidnpan ‘

kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini

menJatlﬁin kemerﬂekaannja

KemudignIQ3ri pada itu untuk membentuk suatu

Pemerintah NEgara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa

' Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk

memadjuknn.kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan

Bangsa dén jkut melaksanakan ketertiban dunia jang'ber-

_dasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial,

maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan ‘Indonesia itu dalam

-

suatu. Hukpm Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam
| 2O S

20 ‘ »



A
suatu susunan negara R':pubh.k Indonesia jang verke- T
daulatﬁg Rakjat, dengan berdasar kepada' keTnhanan dengan  '33;
kewadjiban mend jalankan sjari’at Islam bagi pemeluk- )
pemeluknja,-menu;af\dasar kemanusiaan jang adil dan beradab,

-5 persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipinpin oleh
h1kmat—kebidjaksanaan dalam permusjanaratan perwakilan, ,j?f 7

serta dengan mewudjudkan suatu-keadilan sosial bagi seluruh' e

&

Rakjat Indonesia. - - | \.,
"“f" i S . " <

Djakarta, 22-6-2605. . - L B

10 | Ir SOEKARNO
 Drs MOHAMMAD HATTA ¢ K
Mr. A. A. MARAMIS - - o ’_
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO. . - .
ABDULKAHAR MUZAKIR T |
15 H. A. SALIM : s
ﬁ | ‘Mr.” ACHMAD SUBARDJO o
"2 WACHID HASJIM
Mr. MUHAMAD YAMIN
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UNDANG-UNDANG No. 7/1950

10

15

20

Lembaran Negara No. 56/1950

" PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
?

Menimbang‘ ‘

bahwa RakJat daerah~daerah bagian diseluruh Indonesia -
menghendaki bentuk susunan Negara republ1k-kesatuan°

bahwa kedaulatan adalah d1tangan Rakjat; ‘

‘bahwa Négafa Jang berbentuk republik-kesatuan ini se-
sungguhnja tidak lain dar1 ‘pada Negara Indonesia jang
kemerdékaannja oleh Rakgat diproklamirkan pada har1

17 Agustus 1945, jang semula berbentuk republik—kesatuaﬁ

dan kemudzan‘mendjad1 republmk federas1,

bahwa untuk melaKSanakan kehendak rakjat akan bentuk

.fepublxk-kesatuan ita daerah-daerah bagxan Negara ‘Indonesia

Timur dan Negara Sumatera Timur telah mehguasakan Peme-
rintah Republik Indonesia Serikat sepenuhnja untuk ber-'
ﬁusjawarat'dengan Pemerintah daerah bagian‘Negaia Republik
Indonesia: q |

-bahia kini telah tertjagsi kata sepakat antara kedua

fihak dalam permusjawaratan itu, sehingga untuk memenuhi .

. kehendak Rakjpt‘tiﬁalah waktunja untuk mengubah Konstitusi-
Sementara Republik Indonesia Serikat menurut kata sepakat

jang telah. tertjapai itu mendjadi Undang-undang Dasar

‘

- 28 o4



Sementara Negara jang berbentuk republik-kesatuan dengan

.nama Republik Indonesia;

Mengingat:
v pasal 190, pasal 127 bab a dan pasgl 191 ajat 2 Konstitusi;
5 Hengipgat'pula:. | |
Piagam Persetud juan Pemérintah Republik Indomesia
Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tangéal 19 Mei -~
1956; S ‘ -

-

. Dengan persetudjuaﬂ.Qeéan Pefwéﬁzigﬁ;ﬁikj§l dan Senat;
10 Memutuskan:
Mene tapkan:
Undang-undang tentang perubahan Konsfitusi Sementara
TRepublik’Indbnesia Serikat mend jadi Undang-~-undang Dasar

Sementara Republik Indonesia.
15 . ' PASAL . I

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah
mend jadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

sehingga naskahnja berbunji'sebagai berikut:
MUKADD IMAH

20 - Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala
. bangsa oleh sebab itu, maka pend jad jahan diatas dunia harus

[
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Pt

’ dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan

" peri-keadilan. = "~

Dan perd joangan pefgerakan kemerdekaan Indonesia telah - -- -

sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selémat
5 sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu,
R berdaulaﬁ, adil dan makmur. ’

Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan
S — «‘_.-.»sed,iaxah. jang -:b.e,_ rbahagia dan lubur,
10 | Maké demi ini kami menjusun keﬁerdekaan kami itu 3alam

suatu.piagam Negara jang berbentuk republik-késatuan,
berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Bsa, peri-

. kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilgn sosial,

untuk’ mewud judkan kebahagiaan, kesédjahteréan, perdéméian
15 dan kemerdékaan dalam masjérakat dan Negara-hukum Indonesia

4
Merdeka jang berdaulat sempurna.

ol
2




o BAB' I ‘
B ,f”// | NEGARA REPUBLIK INDONESIA

[N

Bagian I

| BBNTUK NEGARA DAN KBDAULATAN
5 ' . Pasal 1.

1. Republik Indonesia jang merdeka dan.berdaulat ialah
- suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk

kesatuan.

2. Kedaulatan Republik Indonesia adalah-ditangan Rakjat
10  dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakjat.’ |

Bagian I1
DAERAH NBGARA

Pasal 2 \
15 'Republik Indonesia meliputi seluruh daera@/ihdonesia.
) {
Bagian III

LAMBANG DAN BAHASA NEGARA
Pasal 3 °

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera
20 Sang Merah Putih.




2. Lagu kebangsaan ialah lagu. ,Indonesia Raja". *
3. Metexai daﬁ.iambang Negara ditetapkan oleh Pemerintah.
Pasal 4 -

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa

\

5 Indonesia.

Bagian IV
KEWARGA-NEGARAAN DAN PENDUDUK NEGARA

Pasal 5

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh undang-

10 undang.

2. Pewarga-negaraan (maturalisasi) dilakukan oleh atau -
.~dquan kuasa undang-undang. |
Uﬁdang-undang menga tur akibat-akibat kewarga-
negaraan terhadap isteri orang jang telah diﬁarga-

*
15 negarakan dan anak-anaknja jang belum dewasa.

Pasal 6
Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia

mennfut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

>
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10

15

Bagianrv
HAK-HAK DAN KEBEBASAN-KEBEBASAN
T DASAR MANUSIA 0 T

Pasal 7
1. Setiap orang diakui sebagai-nanniia.prihadi terha&ap
undang-undang. . |

.

2. Sekalian‘orang berhak menuntut perlakuan dan

perlindungan jang samé.oleh undang-undang.

3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama
- terhadap tiap—tiap pembelakangan dan terhadap tiap- tiap

penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.

-

4. Setiap orang berhak mendapat banfuan~-hukum jang sungguh
dari hakim-hakim jang ditentukan untuk itu, melawan
perbuatahéperbuatan jang berlawanan dengan hak-hak dasar

jang dipérkenankan kepadanja menurut hukum.
“ Pa.S;iI. 8

Sekélian orang jang ada didaexrah Negara sama berhak

‘menuntut-perlindungan untuk diri dan harta-bendanja.
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Pasal O

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak dan tinggal

A S —— o ———— e, - s catn i o | e o [ RN

dalam” perbatasan Negara.

2. Setiap orangfﬁerhak'meninggalkan negeri dan - djika ia

5 watganegara atau penduduk - kembali kesitu.
"Pasal 10

Tiada seorangpun boleh,dipefbndak, é&perulﬁr atau
diperhamba. . .. S
Perbudakan, perdagangan budak dan perhambaan dan
10 segaiaiperbuatan berupa apapun jang tudjgannja kepada itu,

dilarang. | -
Pasal 11 -

.Tiada seorang djuapun akan disiksa. ataupun diper-
lakukan atan dihukum setjara ganas, tidak mengenal peri-

15 kemanusiaan atau menghina.
Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan,
selain atas perintah untuk itu oleh kekua;aan jang sah
menurut aturan-aturan undang-undang dalam hal-hal dan

20 menntut tjara jang diterangkan dalamnja.




1.

Pasal 13

2§g§i§p orang berhak, dalam persamaan jéng sepenuﬁnja,

mendapat periakgpn djhdjur da1am-perkaranj§'Qleh hggim
jang " tak memihag dalam hal menet&pkan hak-hak dan .
kewadjibanékewa&jibannja'dan~dalam hal mengtapk;n apakah
suatu tuntutan hukéman'jang dimad jukan terhadapnfal

beralasan afau tidak.

Bertentangaﬁ dengén kemauannja tiada seorang djuapun

dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan

kepadanja oleh aturan-aturan hukum jang berlaku.

3
2.
- 10
*
1.
15
2.
20

Pasal 14

Setiap éréng'jahg'ditgntut karena disangka melakukan
sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap  tak bersalah,
sampai dibuktikan kesalahannja dalam‘suatu sidang
pengadilan menurut afqraﬁ-aturan hukum jang‘berlakﬁ,
dan ia dalam“s;dang itu diberikan segala djaminan jang
telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.-

Tiada secorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau

.did jatuhi hukuman, ketjuali karena. suatu aturan hukum

' jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.

+ — .

31 35



4 ¢ . . :
) ~ : _ |
3. Apabila ada perﬁbahanidalam aturan hukum seperti
tersebut dalam ajat diatas, maka dipakailah ke tentuan

jang lebih baik bagi sitersangka.

Pasal 15

-~

LI
e

5 1. Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh
diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang

kepunjaan jang bersalah.

2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata

atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.
10 . Pasal 16
1. Tempat kediamangsiapapun tidak boleh diganggu-gugat.

2.fMengindjak)suatu pekarangan tempat kediaman atau
memasuki sﬁatu rumah bertentangan dengan kehendak orang
jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal-hal jang
"15 ‘ditetapkan dalam suatu aturan hukum . jang ﬁer;aku

baginja. R N
Pasal 17

Kemerdékaan‘dan rahasia dalam-perhubuﬁgan surat-
men jurat tidak boleh diganggu-~gugat, selainnja dari atas
20 perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disabkan
.
36 e
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10

15

untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalém

hal-hal jang diferangkén dalam peraturan itu.
e e e __..Pasal...ls__.__‘_:-._..._-......-_....4. S

4

Setiap orang berhak ‘atas kebebasan agama, keinsjafan

batin dan pikiran.
Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan T T |

‘mengeluarkan pendapat.

Pasal 20 . . T

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat -
diakui dan diatur dengan undang-undang.

Pasal 21
¢

1. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada

penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan.

2. Sekalian orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

berhak memad jukan permohonan kepada penguasa.

» o 33 37



N Pasal 23

[

1. Setiap warga-negara berhak turut-serta dalam pemerintahan

dengan langsung atau dengan perantqraan wakil-wakil jang

dipilih dengan bebas menurut tjara jang ditentukan oleh

S undang-~undang.

2. Setiap warga-~negara dapat d1angkat dalam t1ap-t1ap
dJabatan pemerintah. Orang asing boleh d1angkat dalam

dJabatanpdjabatan pemer1ntah menurut aturan—aturan Jang

'S

ditetapkan oleh undang-undang
10 ‘Pasal 24

Setiap warga-negara berhak dan berkEWadjiban turut-

serta dengan sungguh dalam pertahanan Negara.
Pasgl 25

1. Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian
15 - kepada termasuknja warga-negara dalam sesuatu golongan

rakjat.

2. Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum

golongan rakjat akan diperhatikan.

34
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15

'bersaméfsama dengan orang lain.

-Pasal 26

Setiap orang berhak mempunjai milik, baik sendiri maupun

a “
‘Seorangpun tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-

mena.

Lhd

Hak milik itu adalah suatu fuﬁksi sosial.

[N
K

" . Pasal 27
\

Pentjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas
sesuatu benda atau hak tidak dibolehkan, ketjuali dengan .

. mengganti kerugian dan memurut aturanéafuran.undang-

undang.

Apabila éesuatu benda harus dibinasakan untuk
kepentingan umum, ataupun, baik untuk selana-lanéﬁja
maupun untuk beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak
terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu
dilakukan dengan mengganti kerugian dan menﬁrut atu?an—
aturan‘undang—undéng,‘ketjuali djika diténtukan jang

sebaiiknja'oleh aturan-aturan itu.

55 39



Pasal 28

1. Setiap warga-negara, sesuai dengan ketjakahannja, berhak
atas pekerd jaan, jang lajak bagi kemanusiaan.

~ N

2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerd jaan dan

5 . berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.

3. Setiap orang jang melgkukan pekerdjaan jang sama dalam
hal-hal jang éama, berhak atas pengupahan jang sama dan
atas perdjandjign—perdjahdjian pekerd jaan jang sama

’

baiknja.
{

10 4. Setiap orang jang melakukan pekerd jaan, berhak atas
pengupahan adil jang mend jamin kehidupannja bersama
dengahtkeluarganja, sepadan dengan marfabat manuSia.'

Pasal 29 ' .

. Setiap orang berhak pendirikan serikat-sekerd ja dan
15 masuk kedalaﬁnja untuk memperlindungi dan memperdjoangkan

kepentingannja.
Pasal 30
.

1. Tiap~-tiap warga-negara berhak mendapat pengadjaran.

2. Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.:

B /. f .
. o 4i) e -'
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15

-
s
,

3. Mengad jar adalah bebas, dengaé\tidak mengurangi .

bengawasan penguasa jang dilakﬂkan-terhadap ity menurut

peraturan undang-undang. o

hY

Pasal 31

Kebeﬁaéan melakukan pekerdjaan sosial dan amal,

I3

mendirikan organisasi-organisasi untuk "itu, dan' d juga untuk

pengadja:an partikelir, dan mentjari dan mempunjai harta
untuk maksud-maksud itu, diakui, dengan tidak mengurangi
& : .

pengawasan penguasa jang difakukan terhadap itu memurut
peraturan undang-undang.

-

 _ pasal 32

. Setiap orang jang ada didaerah Negara harus patuh
kepada undang-undang temmasuk aturan-aturan hukum jang tak

tertulis, dan képada penguasa-penguasa.

="

Pasal 33

" Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang
diterangkan dalam bagian ini banja dapat dibatasi dengan
pératuran-pergturaﬁ undaig-undang semata-mata untuk
mendjamiﬁ pengakuan dan penghormatan~jang tak boleh tiada

terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan

" untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman,

.\
~

27N

»

37



10

15

20

o

kesusilaan dan kesed jahteraan dalam suatu masjarakat jang

demokratis.

’ Pasal 34
| &
- Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh v
ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuaéu penguasa;
golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk
mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa
apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak afau

kebebasan jang diterangkan dalamnja.

Bagian VI
AZAS~AZAS DASAR
‘Pasal 35

Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa;

kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan- berkala jang djudjur

- dan’ jang dilakuka®®menurut hak-pilih jang bersifat umum dan

berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia
ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan

mengeluarkan suara.
Pasal 36

Penguasa memad jukan kepastian dan djaminan sosial,

teristimewa pemastian dan pend jaminan sjarat-sjarat

..'4:2 38 
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20

perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik,

pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta

penjelenggardan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan

d janda-~d janda dan anak-jatim-piatu.

Pasal 37

. Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk °

meninggikan kemakmuran rakjat dan berkewad jiban

senantiasa mend jamin bagi setiap orang deradjat hidup
jang sesuai dengan martabat mamusia untuk dirinja serta

keluarganja.

Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk
kepentingan uﬂPm dengan peratufanppe:aturan undang-
undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan
menqpﬁt sifat, bakat dan ketjakapan masing-masing untuk
turut-serta dalam perkémbangan sumber-sumber kemakmuran

negeri.
X

Penguasa mentjegah adanja organisasi-organisasi jang
bersifat monopoli partikelir jang merugikan ekonomi
nasional menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan

dengan undang~undang.
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Pasal 38

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas

azas kekeluargaan.

. Tjabang~tjabang produksi jang penting bagi Negara dan °

jang menguasai hadjat‘hidup orang banjak dikuasai oleh

Negara.

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalam-
nja.dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besar kemakmuran rakjat.
Pasal 39

Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan

Negara.

Fakir-miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara

oleh Negara.

Pasal 40

. Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebuda jaan

serta kesenian dan ilmu pengetahuan. Dengan
mend jund jung azas ini maka penguasa memad jukan sekuat
tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebuda jaan serta

kesenian dan ilmu pengetahuan.

A )
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Pasal 41

- 1. Penguasa wad jib memad;ukan perkembangan rakJat baik

rohani maupun djasmani.

2. Penguasa teristimewa berusaha selekas~1ekasnja'

5 menghapuskan buta~huruf.

a

3. Penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang
diberikan atas dasar mempexdalam keinsjafan kebangsaan,
mempererat persatuan Indonesia membtngun dan memper- -

'\ dalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan
10 | penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap
orang dengan memberikan kesempatan dalam djan pelad jaran
untuk mengad jarkan peladjaran agama sesuai dengan'

keinginan gaeng-tua murid-murid.

4. Terhadap peﬁgadjaran rendab, maka penguasa berusaha
15 ‘melaksanakan dengan lekas kewadjiban belad jar jang umum.

5. Murid-murid sekolgh partikulir jang mememmii sjarat-
sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi
pengad jaran umum, sama haknja dengan hak murid-murid

sekolah umum.

41 ¢
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Pasal 42

Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh

memad jukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.
Pasal 43
5 1. Negara berdasar atas ke~Tuhanan jang Maha Esa.

2. Negara mend jamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat

" menurut agamanja dan kepertajaannja itu.

3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala
10 - perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
Pemberian sokongan berupa apapun’ oleh penguasa kepada
pendjabat—pendjabaf agama dan persekutuan-persekutuan
atau perkémpulan—perkumpuian agama dilakukan étas dasar

sama hak.

LY

15 4. Penguasa mengawasi éupaja segala persekutuan dan
perkumpulan agama patuhltaat keﬁada undang-undang,
' termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

'
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. BAB 1IX
ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA
Ketentuan Unum

Pasal 44

5 Alat-alat perlengkapan Negara‘ialéh:
| a. Presiden dan Wakil-Presiden;
b. Mgnteri—menteri;
c. Dewan Perwakiian.Rakjat;
d. Mahkamah Agung;

10 .. Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian I
PEMER INTAH
Pasal 45

1. Presiden ialah Kepala Negara.

15 2. Dalam melakukan kewad jibannja Presiden dibantu oleh

seorang Wakil-Presiden.

" 3. Presiden dan wakil—Presiden dipilih menmurut aturan jang

ditetapkan dengan updangkundéng.

4. Untuk pertama kali Wakil-Presiden diangkat oleh Presiden
20 dari andjuran jang dimad jukan oleh Dewan Perwakilan

Rakjat.

43 47
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5. Presiden dan Wakil-Presiden harus warganegara
Indonesia jang telah berusia 30 tigz; dan tidak boleh _‘

orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau
mend jalankan hak-pilih ataupun orang Jang telah ditjabut
L4 haknja untuk dipilih.

Pasal 46

1. Presiden dan Wakil-Presiden berkedudukan ditempat

-

kedudukan Pemerintah. Y

‘

2. Pemerintah berkedudukan di Djakarta, ketjuali djika

10 dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang
lain.
- v

Pasal 47 -

Presiden dan Wakil-Presiden sebelum memangku djabatan,
mengangkat sumpéh (menjatakan keterangan) menurut tjara
15 agamanja dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai
berikut: N
wa ja bersumpah‘(menerangkan) baﬁwa saja, untuk’
dipilih mend jadi Presiden (Wakil-Presiden) Republik
Indonesia langsung ataupun tak langsung, dergan nama atau
20 dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjaﬁdjikan

ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun d juga.

45
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Sa ja bersumpah (berdjandji) bahwa sa ja untuk

. melakuykan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini,

tiada sekali-kali akan menerimé*dari siapapun djuga,
langsung ataupun tak‘léngsung sesuétu djand ji atau 3
pgmberian.

Sa ja bersumpah (berdjand ji) bahwa salja denganlsékuat
tenaga akan memad jukan kEsédjahteraan Republik Indonesia
dan bahwa saja akan melindungi dan ﬁempertahankan
kebebasan-kebebasan dan hak-hak umum dan chusué sekalian
penghuni Negara. |

Saja bersumpah (berdjand ji) setia kepada Undang-undang
Dasér dan lagi bahwa saja' akan memelihara segala peraturan
jaﬁg berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja akan setia
kepada Nusa dan Bangsa dan babwa saja dengan setia akan.
memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja
oleh djabatan Kepala Negara (Wakil-Kepala Negara) Republik
Indonesjia, sebagai sepantasnja bagi Kepala Negara ﬂWakil-

Kepala Negara) jang baik".
Pasal. 48

Djika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat
melakukan kGWadjibénBjé dalam masa djabatannja, ia diganti

oleh Wakil-Presiden sampéi habis waktunja.

45
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Pasal 49

+

Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah waréanegara

Indonesia jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang

- jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-

pilih ataupun orang. jang telah difjabut haknja untuk

Q .

dipilih.

& Pasal 50
Presiden membentuk Kementerian~kementerian.

Pasal 51

. Presiden mehundjuk seorang atau beberapa orahg pembentuk

- Kabinet. - :

Sesuai dengan and juran pembéntuk'Kabinet itu, Presiden

1

'&engaﬂgkat seorang dari padanja mend jadi Perdana Menteri

dan mengangkat Menteri-menteri jang lain.

Sesuai\dengan and juran pembentuk itu djuga Presiden
menetapkdn siaba-siapa dari Menteri-menteri itu

diwad jibkan memimpin Kementerjan masing-masing.

”“jyresiden boleh mengangkat Menteri-menteri jang tidak

memangku sesuatu Kementerian.

o)
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4. Keputusan-keputusan Presiden jang memuat pengangkatan
jang diterangkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini
.ditandatangani serta oleh pembentuk Kabinet.

5. Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-
5 menteri begitu pula penghentian Kabinet dilakukan dengan

keputusan Presiden.

Pasal 52

. 1. Untuk merundingﬁan bersama-sama kepentingan-kepentingan

»

umum Republik Indonesia, Menteri-menteri bersidang dalam
10 Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana Menteri atan
dalam bal Perdana Menteri berhalangan, oleh salah

seorang Menteri jang ditund juk oleh Dewan Menteri.

2. Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan
jang penting kepada Presiden dan Wakil-Presiden.
15 " Masing-masing Menteri berkewadjiban demikian d juga .

berhubung dengan urusan-urusan jang chusus masuk

tugasnja.
Pasal 53

Sebelum memangku djabatannja, Menteri-menteri
- 20 mengangkat sumpah (menjatakan keterangan) dihadapan

Presiden menurut tjara agamanja, sebagal berikut:

Yoe
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A}

+9a ja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, un}uk
diangkat mend jadi Menteri, langsung ataupun tak langsung
dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau
mend jand jikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada
siapapun‘djuga.

Sa ja bersumpah (berxdjandji) bahwa saja, untuk
melakukan atau tidak melgkukan sesuatu dalam djabatan ini,
tiada sekaii—kali menerima dari siapapun djuga, langsung
ataupun tak langsung seéuatukdjandji atau pembefian.

Sa ja bersumpah (berdjandji) sétia kepada Undang-undang
Dasar, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang
berlaku bagi Republik Indonesia, bahwa saja dengan~sekﬁat
tenaga akan mengusahakan %g:edjahteraan Republik Indonesia,
bahwa saja. akan setia'kepada Nusa dan Bangsa dan bahwa saja
akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang ;‘

ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri'.

-

Pasal 54

-

Gad ji Presiden, gadji Wakil-Presiden dan gadji Menteri-
menteri, begitu pula gaﬁti-rugi untuk biaja perdjalanan dan
biaja pengimapan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain-lain,

diatur dengan undang-undang.

52
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Pasal 55 ‘ -

1. Djabatan Presiden, Wakil-Presiden dan Menteri %tidak boleh
dipéhgku bersama-sama dengan mend jalankan djabatan umum

apapuﬁ didalam dan diluar Republik Indcnesia.-

5 2. PreSiden, Wakil-Presiqen dan‘Menteri-meﬁtefi.tidak boleh,
langsung atau tak langsung turut-serta dalam ataupun
mendjadi penanggung untuk seﬁﬁatu badan perusahaan jang
berdasarkan perdjand jian untuk Eenperoleh laba atau
untung jaﬁg diadakan dengai'ft Republik Indonesia atau

10 dengan sesuatu daerah autonoom dari Indonesia.

3. Mereka tidak boleh mempunjai piutang afas-tanggnngan.
Republik Indomesia, ketjuali surat-surat-utang umum.

4. Jang ditetapkan dalam ajat 2 dan 3 pasal ini tetap
. ~ »
berlaku atas meéreka selama tiga tahun sesudah mereka

15 meletakkan djabatannja.

Bagian 1II
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT
Pasal 56

Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat

]

. 20 Indonesia dan terdiri dari sed jumlah Anggauta jang

besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap -
: | P2
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300.000 djiwa penduduk warganegara Indonesia mempunjai

seorang wakil; ketentuan ini tidak 3engurangi jaﬂg

ditetapkan dalam ajat kedua pasal 58.
' Pasal 57 - :

Anggauta-anggauta Dewan'Perwakilan’Rakjat dipilih

dalam suatu pemilihan umum oleh warganegara Indonesia jang
\

'menennhi'sjaraf-sjaxat dan menurut aturan-aturan jang

.ditetapkan dengan undang-undang. -

_ Pasal 58

1. Golongan-golongan getjil Tionghoa, Bropah dan Arab akan
uélpunjai‘ﬁakil dalam DeWaniPerNakilan Rak jat dengan‘

berturut-turut sekurang-kurangnja 9, 6 dan 3 Anggauta.

2. Djika d jumlah~d jumlah itu tidakfditjagai dengan
pemilihan menurut undang—undgpgh$érmaksud dalam pasal .
57, maka'Pemeri?tah Republik Indongsia ~"e“nga.ngkat wakil-
wékil tambahan bagi golongan-golongan kgt jil itu. \
Djuﬁlah.Anggauta Dewan Perwakilan Rak jat sebagai
tersebut dalam pasal Séiditambah‘dalam ha& itu djika

perlu dengan djumlah pengangkatan-pengangkatan itu.



>

’ ~ - . - Pasal 59 -~ L

-

Angganta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih
untuk masa empat tahun. ’ ‘ ‘
Mereka meletakkan djabatannja bersama~sama dan

5  sesudahnja dapat dipilih kembali.
Pasal 60 .

Jang boleh mend jadi Anggauta Dewan Pe;natilin Rakjat
ialah warganegara jang telah_befnsia 25 tahun dan bukan
orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau |

10 nendjalankan hak-pilih ataupun orang  jang haknja untuk
dipilih telah’ ditjabut

Pasal 61 . .

1. Keanggputaan,newan Perwakilan Rakjat tidak dapat
dirangkap den;;h d jabatan Presiden, Wakil- Presiden,

15 | Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggauta Mahkamah
Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Déwan Pengawas
Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan djabatan-djabatan
lain jang ditentukan dengan undang-undang.

¥

* 2. Seorang Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang merangkap
- 20 .mend jadi Menteri tidak boleh memﬁérgunakan hak atau

melakukan kewad jibannja sebagai Anggauta badan tersebut

51




ST/

10

L5 -

20

selama ia memangkﬁ d jabatan Menteri.

3. Anggauta Angkétan Perang dalam dinas aktif jang menerima
keanggautaan Dewan Perwakilan Rakjat, dengan sendirinja
mend jadi non-aktif selama keanggautaan itu. Setelah

berhenti mendjadi Anggauta, ia kembali dalam dinas-aktif

lagi.
Pasal 62

1. Dewan Perwakilan Rakjat memilih.dari antaranja seorang

Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. .

Pemilihan-pemilihan ini membutuhkan pengesahan Presiden.

2. Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disabkan
- oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh
Anggauta jang tertua umurnja. |

-Pasal 63
e

. Anggauta-anggauta Dewan Perwaﬁilan Rakjat sebelum
memangﬁu djabatannja, mengangkat sumpah (menjatakan.
keterangaﬂ) dihadapan P;esiden atau Ketua Dewan Perwakilan
Rﬁkjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut
tjara agamanja sebagai berikut:

nwSaja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk

dipilih (diangkat) mend jadi Anggauta Dewan Perwakilan

)



Rakjat, langsqég atau tak langsung, dengan nama atau dalih
apapun, tiada mehberikan atau mend jand jikan ataupun akan
memberikan ses;atu kepadé‘siaﬁapun d juga. |
Sa ja bersumpah (berdjand ji) bahwa saja, untuk
-5 melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam djabatan ini,
tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak
langsung, dari siépapun d juga sesuatu djand ji atau
pembefian. )
Séja bersumpah (berdjand ji) bahwa saja senantiasa akan
10 membantu memelihara Undang-undang Dasar dan segala
- peraturan jang lain jang berlaku bagi Republgk Indonesia,
bahwa saja akan berusaha dengan sekuaf tepaga memad jukan

kesed jahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia 2

kepada Nusa dan Béngsa".

-

15 - Pasal 64

Dalam rapat Dewan Perwakilan Rak jat Ketua memberi
kesempatan berbitjara kepada Menteri—nénteri, apabil:'dan

tiap-tiap kali mereka mengingininja.
_Pasal 65

20 1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah
- 'meTjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua

atéy sekurang-kurangnja sepersepuluh dari djumlah
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Anggauta Dewan.Perwakilan Rakjat menganggap hal itu

N

perlu.
2. Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rak jat.
Pasal 66

5 1. Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum,
ketjuali djika Ketua menimbang perlu pintu ditutup
ataupuyg sekurang-kurangnja sepuluh Anggauté menuntut

hal itu,

2. Sesudah pintu ditutup, rapﬁt memu tuskan|apakah

10 ‘pefmusjawaratan dilakukan dengan pintu ertufup.

3. Tentangvha1~hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup

dapat djuga diputuskan dengah pintu tertutup.

" Pasal 67A

L

Anggauta-anggaﬁta Dewan Perwakilan Rakjat setiap waktu
15 boleh meletakkan djabatannjatl
Mereka memberi tahukan hal itu dengan surat kepada

Ke tua.
Pasal 68

Dewan Pe;wgkilan Rak jat mengadakan rapat-rapatnja di

I

)
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N\
Djakarta ketjuali djika dalam hal-hal darurat Pemerintah

menentukan tempat jang lain.

Pasal 69

1. Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi dan

-hak menanja; Anggauta-anggauta mempunjai hak mehanja.

zd Menteri—menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan
Rakjat, baik-qengan lisan maupun dengan tertulis segala
penerangan jang dikehendaki memurut ajat jang lalu &an
Jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan
kepentingan umum Republ ik Indonesia.

Pasal 70

A

Dewan Perwakilan Rak jat mempunjai bak menjelidiki
(enquéte), menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan

undang-undang.
Pasal 71

Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rékjat

begitu pula Menteri-menteri tidak dapat dituntut dimuk%

pengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang
dikemukakannja dengan surat kep2da madjelis itu, ket juali.

d jika mexeka.dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan

¥
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atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat

supa ja dirahasiakan.
Pasal 72

‘1. Anggauta~anggauta Dewan Perwakilan Rakjat mengeluarkan
5 suarénja Sehagai orang jang bebas, menurut perasaan
kehormatan gan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah
atau denégn-kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka ;
- | jang menund juknja sebagai anggauta.
2. Mereka tidak mengeluarkah suara tentang hal jang
10 mengenai dirinja sendiri.
Pasal 73
Gad ji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, tundjangan-
tund jangan jang akan diberikan kepada Anggauta-anggauta
dan mungkin djuga kepada Ketua,'begitu pula biaja
15 perd jalanan dan penginapan jang harus didapatnja, diatur

dengan undang-undang. -
Pasal 74

1. Sekalian orang jang menghadiri rapat Dewan Perwakilan
Rak jat jang tertutup, wadjib merahasiakan jang

20 dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis

O
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ini memutuskan lain, ‘ataupun djika kewad jiban

merahasiakan itu dihapuskan.

Hal itu berlaku djuga terhadap Anggauta-anggauta,
Menteri~-menteri dan pegawai-pegawai jang mendapat tahu

dengan tjara bagaimanapun tentang jang-dibitjarakam itu.

Pasal 75

r

Dewan Perwakilan Rakjat tidak boleh bemrmusjawarat atau
mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari .

seperdua djumlah anggauta-sidang.
&

Sekedar dalam Undang-undang Dasar ini tidak ditetapkan
lain, maka segala keputusan dismbil dengan djumlah

terbanjak mutlak suara j&ng dikeluarkan.

Apabila, pada waktu aenganbii keputusan, suara-suara

" sama berat, dalam hal rabat itu lengkap anggautanja,

usul itu dianggap ditolak, atau dalam hal lain,

. mengambil keputusan ditangguhkan sampai ridpat jang

berikut.
Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu

dianggap ditolak.

Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia

dan tertulis.

|
F
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. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan

diambil dengan undian.
Pasal 76

Dewan Perwakilan Rakjat selekas mungkin menetapkan

5 peraturan ketertibannja. -
Pasal 77

Dengaq tidak mengurangi[ketentuan.dalamapaSai 138,
maka untuk pertama kali selama Dewan Perwakiian Rakjat
‘belun téféusun dengan pemilikan menurut undang-undang,
;-io Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari Ketua, Wakil-wakil
Ketu; dan Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
‘Republik indonesia Serikat, Ketua, Wakil-Ketua dan
Angganga-anggauta Senat, Ketua Wakil-wakil-Ketua dan
Anggautadanggauta Badan Pekerdga Komite Nasional Pusat dan

15 Ketua, ngil—Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pertimbangan

Agung. .
&




Bagian III
MAHKAMAH AGUNG
Pasal 78

Susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung diatur denmgan’
5 undané-ﬁndaﬁg. | -
s |
L Pasal 79
1. Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Mahkamah Agung
diangkat menu£ut aturan-aturan Jang ditetapia#.dengan ‘
'undang-undang. ) | )
10 Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan
ini tidak negéu&angi jang ditetapkan dalam ajat-ajat
jang berikﬁt{
R // . iﬁf |
2. Undang-undang dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua
danAAngga;ta-anggauta Mahkamah Agnng diberhentikan,

15 apabila ment japai usia jang tertentu,

3. Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan memurut tjara

——— -dan dalam hal jang ditentukan oleh undang-undang.

4. Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan '

sendiri.
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dengan undang-undang.

1.

Bagian IV
DEWAN PENGAWAS KEUANGAN

Pasal 80

Susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan diatur

-

.Pasal 81

[

Ketua, Wakil-Ketua dan Anggauta-anggauta Dewan Pengawas
Keuangan diangkat menurut aturan~aturan jang ditetapkan
dengan unﬂéng~undang.

Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan

ini tidak mengurangi jang ditetapkaﬁ dalam ajat—éjat

~ jang berikut.

»

Undang~undang dapat'menetapkanzuﬁéhna Ketﬁa, Wdkil-Ketua
dan Anggauta~anggauta diberhentikan, apabila mentjapai
usia jang terxtentu.

Mereka dapat dipetjat atau diberhentikan menmurut tjara

dan .dalam hal jang ditentukan dengén undang-undang.

Mereka dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaan

sendiri.
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BAB III . N
TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA
Bagian I
Pemerintahan

5 ' . Pasal 82

 Pemerintah menjelenggarakan kesed jahteraan Indonesia
dan teristimewa berusaha supa ja Undang~undang Dasir,

undang-undang dan peraturan-peraturan lain didjalankan.
Pasal 83 . ' »
10 1. Presiden dan Wakil-Presiden tidak dapat diganggu-gugat..

2. Menteri-menteri bertanggung-djawab atas seluruh
keb%djakéanaanﬁPemerintah, baik bersama-sama untuk
seluruhnja, mavpun masing-masing untuk bagiannja
sendiri-sendiri. o

15 Pasal 84

¥

1

Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat.

Keputusan Presiden jang menjatakan pembubaran itu,

ey

memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan Dewan
Perwakilan Rakjat baru dalam 30 hard. ’ -
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Pasal 85

Sekalian keputusan Presiden djuga jang mengenai
kekuasaannja atas Angkagan Perang Republik Indoﬁesia,
ditanda tangani serta oleh Menteri (Menteri-menteri) jang

5  Dbersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalém pasal 45 ajat

ke~-empat dan pasal 51 ajat ke-empat. \\

Pasal 86

»

Pegaﬁai—pegawai Republik Indonesia diangkat menurut
: SR .

aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.
10 | Pasal 87

Presiden memberikan tanda-tanda kehommatan jang

diadakan dengan undang-undang.
Pasal 88

Peraturan.pokok mengenai perhubungan didarat, laut,

15 dan udara ditetapkan dengan undang-undang.

6¢;
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Bagian = II
PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 89 \

" Ketjuali apa jang ditentukan dalam pasal\l40 maka
5 kekuasaan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-
- ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bpersama-

sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

. . \\‘
Pasal 90 : ‘ \

\

1. Usul Pemerintah tentang undang-undang-disanpaikan kepada

10 Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.

2. Dewan'Pe:wakilan Rak jat berhak memad jukan usul undang-

undang kepada Pemerintah.
Pasal 91

Dewan Perwakilan Rak jat berhak mengadakan perubahan-
15 perubahan dalém‘usul undang-undang jang dimad jukan cleh

Pemerintah kepadanja.
Pasal 92

1. Apabila Dewan Perwakilan Rak jat menerima usul undang-
undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak,

20 maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal

6
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itu;fkepada Presiden.

2. Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang’
uﬂdang Peme;intah,'maka hal itu diberitahukannja kepada
Presiden.

? :

-
‘u

5 T Pasal 93

&\;Qéﬁag\gg§!3§ilén Rak jat, apabila memutuskan akan
memad jukan usul u)dang®undang, mengirimkan usul itu untuk

‘disahkan oleh Pemekintah kepada Presiden.

- »

Pasal 94

10  1."Selama suatu isul undang-undatg belum diterima oleh
Dewan Pexwakilan'Rakjat sesuai dengan ketentuan-
ketentuan jang lalu dalam bégign ini, maka usul itu
¢apat ditarik kembali oleh Pemerintah.‘ | )

2. Pemerintah hagus mengesahkan usul undang-undang jang
15 " sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan

_sesudah usul itu disampaikan kepadanja untuk disabkan, <

menjatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan.

‘3. Pengesahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah

seﬁagai dimaksud dalam ajat jang lafy, diberitahukan

20 kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden.
6% }
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Pasal 95

1. Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh
Dewan Perwakilan Rékjat; memperoleh kekuatan undang-

undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
5 2. Undang-undang tidak dépat diganggu-gugét.
Pasal 96 -

1. Pemerintah berhak atas Xkuasa dan tanggung-d jawab sendiri
menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal
| pen jelenggara’éin—pemerintaha«n jang kare'i:;_ keadaa'ng-ke'ddian_

10 jang mende sak perlu diatur dengan segera.

« ~

2. Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan deradjat
. . undang-undang; ketentuan ini tidak mengurangi jang |
' '  ditetapkan déiang pasa;l Jjang berikut.

y
Pasal 97

15 L. Peratt;rgn-peraturan jang termaktub dalam undang-undang

ae daxurat, sesudah ditetapkan, disampaikan kepadi Dewan

@ @ Perwakilan Rakjat selambat-lambatnja pad? siciang Jang
~  berikut jang merundingkan peraturan ini menurut jang
ditentukan tentang merundingkan usul undzing-—undang |

20 Pemerintah.
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2. Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu,
waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan

bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka

peraturan itu tidak berlaku;lagi karema hukum.

A T
5 3. Djika undang-undang darurat jang menﬁrnt ajat jang lalg
tidak berlaku lagi, tidak meﬁgatur segala akibat jang '
timbul dari pefaturannja - baik jang dapat dipulihkan
maupun jang tidak - maka undang-undang mengadakan

tindakan-tindakan jang perlu tentang itu.

10 4. Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang
darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang,
maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai

depgan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.
Pasal 98

15 1. Peraturan~peraturan penjelenggara undang-undang
ditetapkan oleh Pemerintah. -

Namanja ialah peraturan Pemerintah.;

2. Peraturan Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman-hukuman
atas pelénggaran aturan-aturannja.
20 Batas-batas hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan

undang-undang.

i ()
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Pasal 99

Undang-undang daﬁ,peraturan Pemerintah dapat memerintah-
kan kepada alat-alat peflengkapan lain dalam Republik
Indonesia mengatur seland jutnja pokok-pokok jang
tertentu jang diterangkan dalam.ketentuan—ketentuan

undang~undang dan peraturan itu.

Undang-undagg danfberaturan Pemexrintah jang bersangkutan
memberikan aturan-aturan tentang pengundangan peraturan-

peraturan. demikian.
Pasal 100

Undang-undang mengadakan aturan-aturan tentang membentuk,

.mengundangkan dan mulai berlakunja undang¥undang dan

peraturan~peraturan Pemerintah.

\ \
Pengundangan, terdjadi dalam bentuk menurut undang-

undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

67 .
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Bagian III
PBENGADILAN

Pasal 101

Perkara perdata, perkara pidana sipil dan perkara pidana
militer semata-mata masuk perkara jang diadili oleh
pengadilan~pengadilan jang diadakan afau diakui dengan
undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

,.3&

Mengangkat dalam djabatan pengadilan jang diadakan
dengan undang-undang atau atas kuasa undang-undang,
didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian,

ket jakapan dan kelakuan tak-bertjela jang ditetapkan

dengan undang-undang

Memberhentikan, memetjat untuk sementara dan
memetjat dari djabatan jang demikian banja boleh dalam
hal-hal jang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal_ 102

Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil

maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum

atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur

20 dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djika

pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa

hal dalam undang-undang tersendiri.

72
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} | Pasal 103

Segala tjampur tangan dalam urusan pengadilan oleh
alat-alat-perlengkapan jang bukan perlengkapan pengadilan,
dilarang, ketjuali djika di-idzinkan oleh undang-undang.

5 - Pasal 104

1. Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-
alasannja dan dalam pérkara hukuman menjebut aturan-
aturan undang-undang dan aturan—atnrah hukum adat jang

did jadikan dasar hukuman itu.

10 2. Lain dari pada pengetjualian-pengetjualian jang
ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka
untuk umum. Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim

Al

boleh menjimpang dari perafuran ini.

3. Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.
Q? .

15 | Pasal 105
1. Mahkamah Agung ialah Pengadilan Negara Tertinggi.

2. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas
perbuatan pengadilan-pengadilan jang lain, memurut

aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.




3. Dalam hal-hal jang ditundjuk déngan undang-undang, ¢
terhadap keputusan-keputusan jang diberikan tingkat
tertinggi oleh pengadilan-~-pengadilan lain daripada
Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah

5 Agung.
Pasal 106

1. Presiden, Wakil-Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil-
Ketua dan Aﬁggauta Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua,
Wakil-Ketua dan Anggauta Mahkamah Agung, Djaksa Agung

10 pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua, dan Anggauta
‘Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan
*djuga pegawai-pegawai, anggauta-anggauta madjelis-
mad jelis tinggi dan pedjabat-pedjabat lain. jang
ditund juk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat
15 pertama dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung,. pun
sesudah mereka berhenti, berhubung dengan ked jahatan
dan pelanggaran-djabatan serta ked jahatan dan
pelanggaran lain jang ditentukan dengan undang-undang
dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ket juali

20 d jika ditetapkan lain dengan undang-uniang.

2. Dengan undang-undang dapat ditetapkan bahwa perkara

perdata dan perkara pidana sipil terhadap golongan-

£

7
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Amnesti dan abolisi hanja dapat diberikan dengan undang-

R 3

»
golongan orang dan badan jang tertentu hanja boleh
diadili oleh pengadilan jang ditund juk dengan undang-

undang itu.

Dengan undang-undang dapat diteﬁapkan pahwa perkara

perdata jang,mengenai peratuian-peraturan jang diadakan
dengan atau atas kuaéa undang-undang hanja boleh diadili
oleh pengaéilan jang ditund juk dengan undang-undang itu.

Pasal 107

Presidénkﬁempunjéi hak memberi grasi dari hukuman-
hukuman jang did jatuhkan oleh keputusan pengadilan. Hai
itu'dilakukannja sesudah meminfa nasehat dari Mahkamah
Agung, sekadar dengan undang-undang tidak ditund juk
pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.

. Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan

pengadilan itu tidak dapat didjalankan, melainkan
sesudah Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan
dengan undang-undang, diberikan kesempatan untuk memberi

grasi.

r

undang ataupun atas kuasa undang-undang, oleh Presiden

sesudah meminta nasehat dari Mabhkamah Agung.

‘o
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Pasal 108

Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-
usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara
pefdata ataupun kepada alat-alat perlengkapan lain, tetapi

5 djika demikian seboleh-bolehnja dengan djaminan jang serupa

tentang keadilan dan kebenaran.

Baéian v

. KBUANGAN

v , BABAKAN 1
10 ‘ : Hal uang

Pasal 109

1. Diseluruh daerah Republik Indonesia hanja diakui sah

alat-alat pembajar jang aturan-~aturan pengeluarannja

ditetapkan dengan undang-undang.

15 2. Satuan~hitung untuk menjatakan jang alat-alat pemba jar
sah itu ditetapkan dengan undang-undang. |

3. Undang-undang mengakui sah alat—alét—pembajar baik
hingga d jumlah jang tak terbatas maupun hingga éjumlah
terbatas jang ditentukan untuk itu.

J




4. Pengeluaran alat—alat—éembajar jang Fah dilakukan oleh
- atau atas. nama Pemerintah Republik Indconesia ataupun
!

oleh Bank-Sirkulasi. | :
Pasal 110
'S 1. Untuk Indomesia ada satu Bank-Sirkulasi.

2. Penund jukan sebagai Bank~Sirkulasi dan Pengaturan tataan

dan kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang.

BABAKAN 2

*

Urusan Keuangan - Anggaran - Pertanggunganrnjawabn-
10 Gadji.¥

Pasal 111
1. Pemerintah memegang urusan umum keuangan.

2., Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-d jawabkan
- menurut atutanéatunan jang ditetapkan dengan undang-

15 undang.
Pasal 112

1. Pengawasan ata$ dan pemeriksaan tanggung-d jawab tentang

y !
keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
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2. Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan

kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
gy . Pasal 113 &
!
k,
Dengan undang-undang ditetapkan anggaran semua
5 pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-
‘pe#ndapatan untuk menutup pengeluaran itu.
Pasal 114
1. Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh
Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat
LO sebelum permulaan masa jang berkenaan dengah anggaran
itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
‘ 2. Usul undang-uddang pengubab anggaran umum, tiap-tiap
kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepada Dewan
Perwakilan Rak jat.
15 Pasal 115
) 1. Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing
sekadar .perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk
mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk
menund juk pendapatan-pendapa tan. ! -

20 Bab-bab terbagi dalam pos-pos.

7
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2. Untuk tiap-tiap kementerian anggaran sedikit-dikitnja

-memuat satu bagian.

3. Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat

tidak lebih'dari satu bagian.
4. Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasa} 116

|

i

Pengeluaran‘dan pénerimaan Repﬁblik Indonesia
dipertanggung-djaﬁabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjad,
sambil memad jukan perhitungan jang disahkan olelr Dewan'
Pengawas Keuaﬁgan,_menurut aturan-aturan jang diberdikan

dengan undang-undang.
Pasal 117

Tidak diperkenankan memvngut padjak, beu dan tjukai .
untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan undang-undang

atau atas kuasa undang-undang.
Pasal 118

1. Pindjaman uang atas tanggungén Republik Indonesia tidak
3apat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan

undang-undang atau atas kuasa undang-undang.

| PEe
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2. Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan
jang ditetapkan dengan undang-undang, mengeluarkan
biljet-biljet perbendaharaan dan promes-promes

perbendaharaan.
5 . ~Pasal 119

1. Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan keténtuan—
"ketentuan chusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan
anggauta madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik
Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan
10 mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan
undang~-undang dan menurut azas, bahwa dari djabatan
tidak boleh dipefoleh keuntungan lgin dari pada jang

dengan tegas diperkenankan.

2. Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan Bekuasaan
15 jang diterangkan dalam ajat 1L kepada alat-alat
perlengkapan lain jang berkuasa.

3. Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik

Indonesia 'diatur dengan undang-undang.

f)!)
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Bagian V
HUBUNGAN LUAR NBGERI
Pasal 120

1. Presiden mengadakan dan mengesahkan perdjand jian
5 - (traktat) dan persétu_djuan lain dengén Negara-negara
lain. | o
Ketjuali djika diten‘tukan lain dengan uhdang—undang,
\ | pexrd jand jian at?.u persetud juan lain tidak disahkan,

’ 4 melainkan sesudah disetudjui dengan undang-undang.

Co 10 2. Masuk dalam dan memutuskan perdjand jian dan perséf:t;djuan
lain, dilakukan oleh Presiden hanja dengan kuasa undang-
undaﬁg.

Pasal 121

Berdasarkanﬁand;ian dan persetudjnan Jjang
15 tersebut dalam pasal 120, Pemerintah menasukkan Republik

Indonesia kedalam organisasi-organisasi antarnegara.

} .
Pasal 122

1Y

Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-
perselisihan dengan Negara-negara lain dengaﬂ djalan damai
) 20 dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun

tentang menerima pengadilan atau pewasitan antarnégai:a.
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Pasal 123

Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonésia pada .
Negara~negara lain dan menerima wakil Negaia-negara lain

pada Republik Indonesia.

: B _ -
5 ‘_ Bagian VI

PERTAHANAN NEGARA DAN ' :
KBAMANAN  UMUM
' Pasal 124

[

Undang-undang menetapkan aturan-aturan téhtang hak dan
10 kewad jiban wdarga-negara untuk mempertahankan keme rdekaan
\“ Repuslik Indonesia dan membela daerahnja.
Ia mengatu} tjara mendjalankan hak dan kewad jiban itu

dan menentukan pengetjualiannja. g -

-

. Pasal 125

15 1. Ahgkatan Perang Repﬁﬁlik In@onesia bertugas melindungi
. kepeﬁtinganfkepeﬁtiﬁgan negara Republik Indonesia.

. _ e Angkat;n Perang itu dibentuk\dari’mereka jang

. sukarela masuk Angkatan Perang dan ﬁéreka jang wadjib

_-masuk Angkatapn Perang. '

20 2. Undang-undang mengatur segala sesuatu mengenai Angkatan
Perang Tetap dan wad jib-militer. -
* .
f .\ . : . -
: 8 . ‘ .
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-x-ﬁfesiden tidak menjatakan perang, melainkan djika hal

Pasal 126
v .. B ) h »
Peterintah memegang urusan pertahanan.

Undang-undéhg mengatur dasar-dasar susunan-gan tugas

'alat-perlehgkapan jang dibéri kewadjiban menjelenggarakan

pertahanan pada umumnja.
. :
- Pasal 127

~

Pr&siden memegang kekuasaan tertinggi-atas Angkatan N

Perang Republik Indonesia.

Dalam keadaan perang Pemerintah menempatkan Angkatan

; .y . . ' : - “
P@rang dibawah pimpinan seorang Panglima Besar.

- Opsir-opsir diaﬁgkaﬁ, dinajikkan pangkat dan diperhentikan

.
oleh atau atas nama Prgﬁiden, menurut aturan-aturan jang

ditetapkan dengan undang-undang.

.
N\ ~
-, Y

Pasal 128 .

A
)

itu difidgépkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat.
*_‘ 5

0

$. R
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Pasal 129

1. Dengard tjara dan dalam hél-hal jang akan ditentukén
denggn unﬁang-undang,_Pre%ﬁden.dapat'menjatakan daerah
Républik Indonesia atau bagian—bagiah da:i padanja dalam

5 keadaan baha ja, bilamana ia mengganggép hal itu perlu

untuk kepentingan keamanan dalam neggri dan keamanan

terhadap luar negeri. ;
¥

4 .
2. Undang-undang‘meﬁgatur tinggatan-tingkatan keadaan
bahaja dan akibat-akibat pérnjataaﬁ démikian itu danf'
10 seterusnja menetapkan bilamana kekJ;saan alat-alatv
perlengkapan kuasa sipil 3ang berdasgrﬁan Undang-uhdang
Dasar tentang ketertiban umum dan polisi, seluruh;j?
, atau sebagian be;alih kepad%'ﬁuasé Angkatan Perang, dan
bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-

15 penguasa Angkatan Perang.
Pasal 130

Untuk memglihafa ketertiban dan keamapan umum diadakan
suatu alat kekuasaan kepolisian jang diatur dengan undang-

updang.
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| BAB IV
PEMERINTAH DAERAH DAN
DAERAH-DAERAH SWAPRADJA

Pasal 131

-

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ket jil

jang berhak mengurus rumah tangganja sendiri (auto—noun)

.dengan bentuk susunan pemer1ntahannja ditetapkan dengan

‘ .undangeundang, dengan memandang dan mengingati dasar

permusjawarxatan;dan dasar perwakilan dalam sistim

pemérintahan-negara.

Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnja

untuk mengurus rumah tangganja sendiri.

3

. Dengan Undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan
‘tugas-tugas kepada daerah-daerah jtng tidak termasuk

dalam urusan rumah tangganja. ¢

Pasal 132

Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-

~ undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan

pemerintahannja harus d1ingat pula ketentuan dalau pasal
131, dasar-dasar permus;awaratan dan perwakilan dalam

sistim pemerintahan negara.

&
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2. Daerah-daerah Swapradja jang ada tidak dapat dihapuskan'.
| atau diperketjil berteﬂtangan dengan kehendaknj&f '
ke tjuali untuk kepentingan umum dan’sesudéh undang-
undang jang menjatakan bahwa kebentingan,umum menuntut
5 penghapusan ataulpengetjiiaﬁ itu, mem?eri kuasa untuk

itu kepada Pemerintah.

_3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-
peraturan jang dimaksud dalam ajat 1 dan tentang
mend jalankannja diadili oleh badan pengadilan jang

;B dimaksud dalam pasal 108.
Pasal 133

Sambil menunggu ketentuanpketehtuan sébagé§ dimak sud
dalam“basal 132 maka peraturan-peraturan jang sudah ﬁda
tetap berlaku, dengan pengertian-béhwa pend jaba t-pend jabat

15 .daerah bagian dahulu' jang tersebut dalan peraturan-,
peraturan ith diganti dengan pendjabat~§endjabat jahg

demikian pada Republik Indonesia.
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BAB V
-KONSTITUANTE

,Pasal 134

Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar)
. 3  Dbersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan
Undang-undang Dasa® Republik Indonesia jang akan

- menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini.

. _ . Pasal 135
. ‘ | /

,1. Konstituante terdiri dari sed jumlah Anggauta jéng
10 ‘besarnja ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap

150.000 djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai

seorang wakil.

2{ Anggauta-anggauta Konstituante dipilih oleh wargasegara
Indonesia'dengan dasar umum dan dengan.tjara bebas dan
15 rahasia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan

2 Ty

undang~-undang.

3. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 58 berlaku djuga buat

Konstituante dengan pengertian bahwa djumlah-d jumlah -

wakil itu dua kali lipat.
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Pasal 136

Jang ditetapkan dalam pasal 60, 61, 62, 63, 64,'67,

68, 71, 73, 74, 75 ajat 3 dan 4, dan pasal 76 berlaku

demikian djuga bagi Konstituante.

1.

Pasal 137

?

Konstituante tidak dapat bermypakat atau mengambil.

keputusan tentang rantjangan Undang-undang Dasar baru,

'd31ka pada rapatnja tidak hadir sekurang- Kurangnja

dua-pertiga dari dJumlah anggauta~sidang.
L

Undang-undang Dasar baru berlaku, djika‘rantjanganhja
telah diterima dengan sekurang-kurépgnja dua-pertiga
dari djumlah suara Anggauta jang hadir dan kemudian

disahkan oleh Pemerintah.

-

Apabila Kondtituante sudah menerima rantjangan Undang- -

undang Dasar, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada
Presiden unfuk disahkan oleh Pemerinta?.

Pemerintah harus mengesahkan rant}ﬁngan itu dengan
segera. | | -

Pemerintah mengumumkan Undang-undang Dasar itu

dengan keluhuran. ,
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Pasal- 138

- . A Y

1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum dia@akan
pémilihaﬂ.Anggauta—anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
menurut'aturan-aturan Undang—un@an§4Sebagaimana dimaksud

5 | dalam pasal 57, maka Konstituante meraﬁgkap mend jadi
Dewan Perwakilan Rak jat jgné tersusuﬁ menurut aturan-

aturan jang dimaksud dalam pasal tersebut.

2. Pekerd jaan sehari-hari Dewan Perwakilam Rakjat, jang
karena ketentuan dalam ajat 1 pasal ini mend jadi fugas
10 Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerd ja jang
T - ) :

f ’ -
) dipilih oleh Konstituante diantara Anggauta-anggautanja

dan jang bertanggung-djawabrkepada Komnstituante.

" pasal . 139

# »

1. Badan Pekerdja terdiri dari Ketua Konstituante sebagai
15 Anggauta merangkap Ketua dan sed jumlah Anggauta jang
besarnga ditetapkan berdasar atas perhitangantsetiap 10

Anggauta Konstituante mempunjai seorang wakil.

2. Pemlllhan‘Anggauta anggauta Badan Pekerd ja -jang bukan
Ke tua dilakukan menurut aturan-aturan jang d1tentukan

20 dengan undang-undang. ~ RN
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3. Badan Pekerdja memilih dari antaranja seorang atau
beberapa orang Wakil-Ketua. Aturan dalam pasal 62

. berlaku untuk pemilihan ini.

4. Anggauta-anggauta Badan Pékerdja sebelum memangku
d jabatannja, mengangkat sumpah (menjatakan keterangan)
dihadapan Ke'tua Kénstituante menurut’ tjara agamanja,
jang bunjinja sebagaimana jang ditentukan dalam pasal

63.

. : -

()
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BAB VI
PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN
PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP .
| | Bagian 1 )
5. - PERUBAHAN
| ‘Pasal 140
;
1. Ségala-usul untuk mengubah Undang;undang Dasar ini
menund juk dengan tegas perubahaﬂ/jang}diusﬁlkan. Dengan
’ undang-undang dinjafakaﬁ bihwa untuk mengadakan

10 perubahan sebagaimana diusulkah itu, ada dasarnja.

2. Usul perubahan Undang-undang Dasar, jang telah

Jinjatakan dengan undang-undang itu oleh Pemerintah
dengan amanat Presiden d1sampa1kan kepada -sua tu Badan
bernama Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar, jang

15 terdiri dari Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat
Semgntaba dan Anggauta-anggauta Komite Nasional Pusat
jang tidak mendjadi Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan' ~,P
Rakjat Sementara. Ketua dan Wakil-Ketua Dewan ~ é&
Perwakilan Rakjat Sementara mendjadi Ketua dan

20 . Wakil=Ketua Mad jelis Perubahan Undang-undang Dasar.

> o S
./

3. Jang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92 dan
. - !

¥ .. 94 berlaku demikian djuga bagi Mad jelis Perg?%han
LI R
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' Undizf:ﬁydg;; Dasar.

4. Pemerlntah harus dengan segera mengesahkan rantgangan
perubahan Undang-undang Dasar jang telah d1ter1ma oleh
Madgelis Perubahan Undang-undang Dasar.

5 | . . Pasal 141

i

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang °
membentuk dan mengundangkan undang-undang, maka

perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar diumumkan

oleh Pemerintah dengan keluhuran.
Sy |
.10 2. Naskah Undang-undang Dasar jang diubah itu diuﬁumkan
| sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sékadaf.perlu;'
¢ Jbab-babnja, bagian—bagién tiap~-tiap ﬁaﬁ dan pasal-
pasalnjg diberi nomor berturut dan peﬁundjukan-

penundjukannjﬁ diubah. ) -

<

’15; 4. Alat-alat perlengkapan berkuasa jang sudwh ada dan
N peraturan—peraturan serta kepuéﬁsanrkeputusan Jang
berlaku pada saat suatu perubahan dalam Undagg-undang
Dasar mulai berlaku, d1land3utkan sampai dlganfﬁ dengan
‘Jang lain.menurut Undangiundang Dasar, ket;ualgjd31ka
- 20 mel@ndjutkahnja itu berrawanan\déngap getentuan—
ketentuan-ﬁéru dalaﬁ_ﬁhd%ngrundgng Dasar jang tidak.
gl : B .-. ,' : :

‘ o
.
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memerlukan peraturan undang-undang ataulmdndhkan—~
tindakan penglaksanaan jang lebih landjut. -

&

Bagian II
KETENTUAN~KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

~ Peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-
keteﬁtuan tata-usaharjang sudah ada pada tanggal 17 Agﬁstus
1945, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan~
peraturan dan ketentuasn-ketentuan Republik Indomesia_
sendiri, selama dan sekedar peraturan-peraturan dam
ketentuan-ke tentuan ifu tidak ditjabut, ditambak atau

diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-

‘usaha atas kuasa ﬂn@ang—undzing Dasar ini.

.- Pasal . 143

Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-

ke tentuan Undang-undang Da?\ni, maka undang-undang

menentukan alaf—alat perlengkapan Reﬁublik Indonesia jang -

mana akan mend jalankan tugas dan kekuasaan alat-alat

perlengkapan jang mend jalankan tugas dan kekuasaan itu
sebelum tanggal 17 Agustus 1950, ja’ni,atés dasar
perundang-undangan jané‘masih tetap berlaku karena
pasal 142, | |
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Pasal 144

Sambil menunggu peraturan kewarga-negaraan dengan
undang-undang jang }érsebut dalam pasal 5 ajat 1, maka jang
sudah_mendjadi warganegara Republik Indonesia ialah mereka

5 ljang menurut atau berdasar atas .Persetud juan perihal
peﬁbagian warganégarg jang dilampirkan kepada Perse tud juan
Perpindahan memperoleh kebangsaan Indonesia, dan mereka

g | Jang kebangsaannja tidak ditetapkan olech Persetud juan
tersebut, jang pada tanggal 27 Desember 1949 sddah mend jad i
10 - warganegara Indonesig menurut perundang-undangan Republik

Indone51a Jang ber&égu pada tanggal tersebut.

Bagian III
KETENTUAN PENUTUP |

Pasal”™ 145 ~

15 Segera sesudah Undang-undang Dasar ini mulai berlaku,
" Pemerintah mewadjibkah“Satu~atau beﬁerapé panitya jang
diangkatnja, untuk mend jalankan tugas Sesuaifde;gan
petun&juk-petuqdjukpjé, bekerd ja mengichtiarkan, supaja

pada umumnja sekal1an perundang undangan Jang sudah ada

‘ 20 pada saat tersebut dlsesua1kan kepada Undang- undang DaSar.




‘Pasal 146

Segera sesﬁ&é@ Unéahgrundang.Daéar‘berlaku Pemerintah
meﬁudjudkan pembentukan abaratur’Negara jéng bﬁlat untuk
mq%aksanakgg_ﬁbkok—pokok dari Undang-undang Dasar jang
-5 megupakan‘dﬁiwé pgrdjuangan nasional dengan-djalan menjusup

kembali tenaga-tenaga jang ada.

. |

PASAL II

1. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ini

- mulai berlaku padé hari tanggal 17 Agustus 1950.

iO T 2. Djlkalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut ‘dalam .

| ajat 1 sudah dllakukan tlndakan-tlndakan untuk membentuk
alat-alat perlengkapan Rephbl1k Indonesia, sekalaannga B
‘atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasaf.inihr’
maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampal pada

15 hari tindakan-tindakan berSangkutan dxlakukan.

[
&
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- Agar-supaja setiap orang dapat mengetahuinja,
meme rintahkan pengumuman undang-undang ini dengan

penempa tan dalam Lembaran-Negara Republik Indoénesia

Ser1£§t
5 "  Disahkan di Djakarta
pada- tanggal ;5 Agustus ;%50
Presiden Regyblik Indgﬁeéia‘Serikat ,
SOEKARNDAQ
83
. : Perdana Menteri
10 ‘t{ ’ MOHAMMAD- HATTA ~
A L ¥  Menteri Kehakima ‘
- ' SOEPOMO
) Diumibkan di Djakarta. - -
.“pada tanggal 15 Agustus 1950 B
15 ,EMquﬁri Kehakiman
SOEPOMO o
‘[ L)
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